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emerintah
angkas
irokrasi

ana

Desa

Sanksi bagi Daerah yang Lamban

JAKARTA, KOMPAS —
menerbitkan surat keputu

memangk:

Pemerintah pusat akan
an bersama untuk

birokrasi pencairan dana desa. Langkah

ini diambil untuk memacu penyaluran dan

penyerapan dana sebesar
74093 desa tahun 2015.
Pemerintah pusat sudsh men

nsfer Rp 16,61 triliun ke kabu
paten/kota, tetapi baru sckitar
3 )

Rp 20,7 triliun untuk

rat keputusan berss
terscbut. Mendagri T
molo, di Jakarta,

gatak

(SKB)
jahjo Ku

Senin_ (7/9),
la d SKB yang

3 g
tersebut. Padahal, dana tersebut
dapat menggairahkan scktor riil
di pedesaan yang diprediksi me-
numbuhkan perekonomian nasi
onal 05 persen dan menurunkan
tingkat ketimpangan kescjahte
raan (rasio gini) sebesar 001,
Menteri Keuangan, Menteri
Dalam Negeri, serta Menteri De
sa, Pombang Dacrah Ter
tinggal Transmigrasi
(PDTT) scgera menerbitkan su.

dan

PROBLEMA DANA DESA
ana desa 2015:

520,66 rin

® Telah ditransfer ke pemerintah
kabupaten/kota

® Telah disalurkan ke desa: 30
en (sekitar Rp 7,4

. ana desat

Rp 2,23 un,

Jawa Timur Rp 2.21 triiun,
Rp 1,71 trliun,

9 triliun, dan

Sumatera Utara Rp 1,46 trifiun

Regulasi Menghambat Pencairan

UU Nomor 6 Perbedaan sumbes

Tohun 2014 penghasilan tetap

tentang Desa perangkat desa dalam
kedua regulasi ini
membua
dana desa di sejumiah
kabupaten terhambat.

pencairan

PP Nomor 43 Se

smiah desa belum

Tohun 2014 merampunghan
Anggaran Pendapata
dan Belanja Desa, ya
menjadi salah satu
syarat pencairan dana
dosa.

akan diterbitkan. "Kedua surat
keputusan sudah selesai. Besok
(Selasa) kami laporkan kepada
Wakil Presiden.” ujar Tiahjo.
Menteri Desa PDTT Marwan
Jafar seusai menghadap Presiden
Joko Widodo di Kompleks Istana
Kepresidenan mengatakan, SKB
tiga menteri bertujuan memang-
kas birokrasi penggunaan dana

(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)

Alokasi

wwa Te

(Miliar rupiah)

Jowa Ti

e
Sumatera Utors NN 1.4

Sumatera B
Kalimantan Tim

(Sambungan dari halaman 1)

atuh saty lembar
dokumen saja untuk_mencan.
tumkan rencana pembangunan
n pembangun
nja desa. Tidak pertu
berlembar-lembar dokume
tuk mencairkan dana itu,

nyederhanaan syarat yang harus
dipenuhi olch pemerintah desa
gar dana desa d
itu, ketiga menteri tersebu
seyera merevisi sejumlah aturan
terkait dana desa dari ketiga ke
menterian yang tumpang tindih
atau memicu salah tafsir dalam
pelaksa

Aturan yang multitafsir ter

2015 yang menyatakan dana desa

diprioritaskan  untuk  belanja
pembangunan dan pemberdaya
an masyarakat desa. Ini berbeda
dengan Peraturan Menteri Da-
lam Negeri mor 114 Tahun
2014 yang menyebutkan dana
untuk penyelenggaraan  pemie
rintahan dess, pembangunan de

rakatan

s, pembinaan kemasy
desa, dan pemberdayaan masy:
rakat desa,

Ada juga regulasi yang
beratkan  aparatur  pemerintah
desa, seperti, Permendagri No

un 2014 memin
poran realisasi
aran Pendapat
lanja Desa (APBDes),
sedangkan Menkeu mengatur
gar laporan realisasi pengguna

nem-

n 24

setiap

ratkan aparat pem
paten/kota dan desa akan di
revisi.” kata Tjahjo.

t penyederhana

"
penggunaan da
ya pemerintah desa

an dana desa
difokuskan pada_infrastruktur.
irigasi, dan sosial kemasyaral

Direktur  Evaluasi Perkem
bangan Desa Direktorat Jenderal
Bina Pemerintahan Desa Ke:
mendagri Eko Prasetyanto me-
nambahkan, untuk pencairan da
na desa, pemerintah desa cukup
menyerahkan dokumen APBDes
kepada  pemerintah  kabupa.
ten r dua dokumen
lain, yakni rencana pembangun.
an jangka menengah desa (RP
JMDes) dan rencana kerja pe-
merintah desa, bisa menyusul se
telah dokumen APBDes diaju:
kan

Semula, pemerintah desa wa
jib menyerahkan ketiga dokumen
terscbut sckaligus untuk men.
cairkan dana desa sehingga pen-
cairar desa masih sangat
rendah, selain keterlambatan pe

merintah kabupaten/kota mem:
buat peraturan daerah landasan
penyusunan APBDes, Direktur

Bina Pemerintal
ndsgri Nata Ira

nambahkan, dokumen APBDes
derh

in dengan dana desa. Dana ter

pun akan di se-
hingga pemerintah desa tidak ke-
sulitan membuatnya.

Pengurangan DAK
Dalam SKB tersebut, kata
“Tjahjo, akan discrtai pula sanksi

Artinya, kata

lasan bagi pemda meng:
penyaluran dana desa ke
tiap pemerintah desi pun
kan segera memenuhi
yang dibutuhkan agar
dana desa cepat disalurkan

Terkait sikap Pemerintah Kota
Batu, Jawa Timur, yang menolak
dana desa, Tiahjo mengatakan,
pihaknya telah menyurati Wali
Kota Batu. Pemkot Batu menolak
dana desa karena takut terjes
masalah hukum.

‘Dana desa itu hak masyar:
desa, b durkan kepada
mereka, Tidak bisa pemerint
daerah menolak menyalurkan
nya. Ity melanggr undang-un
dang.” katanys

Marwan mengatakan,
Wi meminta agar pen-
an dana desa diakselerasi. Ji-
ka dalam dua pekan ke depan

Presi-

menyiapkan  sanksi.
Sankst itu, antara lain, peny
rangan dana aloksi umum d
DAK tahun berikutnya
Marwan juga mengingatkan
agar tidak

ada yang bermain-ma:

cscjahtersan masyarakal dess
ing jadi prioritas pemerintah.
Direktur Pemba

Terting.
Transmigrasi Ahmad
Erani Yustika mengakui pengu
curan dana desa terhambat. Me
nurut Erani, ssmpai akhir pekan
ahy, dana desa baru dicairkan di
38000 desa. Menurut Erani,

menerima informasi baru 56
pala doerah menerbitkan per
aturan daerah untuk ocuan pen.
n dana desa. Jumlah ini s
at sedikit karena ada 433 ka
bupaten/kota yang menerima

Agustus, 146 daerah
nyampaikan - laporan.
Schanyak 37 persen daerah telsh
menyalurkan 100 perse
desa ke rekening k
banyak 43 persen telah meny
arkan sebagian
rekening
sebanyak 20 persen. sama sckali
belum menyalurkan dana desa ke
rekening kas desa

3 X

as desa

mengatakan, pengelola
an dana desa cukup rumit karena
termasuk program baru. “Ini pro

g luar biasa besar. Me

sekitar 74000 desa dan
atu sistem yang luar biasa
ujarnya. (NDYAPA)

besar

Suarakan komentar A
menge
baca
kompasprint com

nal artikel ini dan

Pemerintah pusat akan menerbitkan surat keputusan bersama untuk memangkas
birokrasi pencairan dana desa. Langkah ini diambil untuk memacu penyaluran dan
penyerapan dana sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa tahun 2015.

Hashtag Berita :

#Desa #APBN #KementerianDesa,PembangunanDaerahTertinggaldanTransmigrasi
#RencanaKerjaPemerintah  #PelaksanaanProgramNasional  #KementerianDalamNegeri
#0tonomiDaerah #RPJMNDesa #APBDesa
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Dana Desa Dipercepat

Ada kolusi antara
kepala daerah dan
kepala desa untuk
menunda pencairan
dana desa demi
kepentingan politik.

AriF HuLwan

RESIDEN Joko Wido-
do menginstruksikan
agar penyaluran dana

desa dipercepat se-
hingga hisa selekasnya digu-
nakan untuk membangun dan
membangkitkan perekonomi-
an desa. Untuk mengatasi
hambatan birokrasi, sejumlah
aturan pun akan dipangkas.

Perintah itu disampaikan
Jokowi kepada Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Terting-
gal, dan Transmigrasi Marwan
Jafar dalam pertemuan di Ista-
na Negara, Jakarta, kemarin.

“Maka minggu ini SKB (surat
keputusan bersama Menteri
Desa, Menkeu, dan Mendagri).
Jadi, untuk percepat penyalur-
an dana desa,” ujarnya.

Data di Kemenkeu per 31
Agustus 2015 menyebutkan,
dana desa yang dicairkan ke
rekening pemkah/pem kot telah
mencapai Rp16,5 triliun, atau
80% dari total alokasi dalam
APBN 2015 sehesar Rp20,7 tri-
liun. Namun, 60%-nya masih
mengendap di rekening kabu-
paten/kota.

Marwan menjelaskan lam-
batnya penyaluran dana desa
antara lain disebabkan biro-
krasi yang rumit di kabupaten/
kota. Ditemukan pula kolusi

antara kepala daerah dan ke-
paladesa di daerah yang akan
menggelar pilkada serentak
Desember nanti untuk me-
nunda pencairan dana desa
demi kepentingan politik. “Ada
yang sandera dana itu, enggak
disalurkan ke desa-desa. Deal
dululah sama kadesnya.”

Dalam SKB tiga menteri,
imbuh Marwan, syaratsyarat
pencairan dana desa diseder-
hanakan, aturan-aturan yang
tersebar di tiga kementerian
pun disatukan.

la memberikan contoh, un-
tuk mencairkan dana desa tak

perlu lagi anggaran pendapat-
andan belanjadesa(APB desa),
rancangan pembangunan jang-
kamenengah (RPJM) desa, dan
rencana kerja pembangunan
(RKP) desa secara komplet.
“Bisa satu lembar RPJM desa,
satu lembar APB desa, atau
tiga-tiganya digabung. Sim-
pel-simpel saja, yang penting
penggunaannya hisa diper-
tanggungjawahkan,” tukas
Marwan.

Ketua Tim Ahli Wakil Presi-
den Sofjan Wanandi yakin SKB
tiga menteri tersebut akan
mempercepatpenyaluran dana

Surat Keputusan Bersama
(SKB) Tiga Menteri

Tujuan

* Penyederhanaan syarat dokumen

Isi pokok

o Tata cara penyaluran dana desa.

desa.

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Brawijaya
Malang, ChandraFajri Ananda,
seusai menghadiri pertemuan
dekan fakultas ekonomi uni-
versitas negeri dan swasta de-
ngan Presiden Jokowi di Istana
Negara, kemarin, juga menilai
perlunya penyederhanaan
aturan.

Ia menyebut kendala penya-
luran danadesadatang dariba-
nyaknya persyaratan, termasuk
sertifikasi terhadap seluruh
tenaga pendamping desa.

“Padahal baru ada sekitar

yang harus diserahkan desa.

© Penyatuan aturan-aturan yang
tersebar di tiga kementerian.

 Penyerapan anggaran.

* Prioritas penggunaan dana desa.

 Langkah mempermudah
penggunaan dana desa.

Syarat

Sebelum SKB 3 menteri
Desa harus memiliki anggaran
pendapatan dan belanja desa
(APB desa), rancangan
pembangunan jangka menengah =
desa (RPJM desa), rencana
kerja pembangunan desa
(RKP desa) secara komplet.

Sesudah SKB 3 menteri
Desa bisa melampirkan satu
lembar RPJM desa, atau satu
lembar APB desa, atau
tiga-tiganya digabung.
Penggunaan anggaran bisa
dipertanggungjawabkan.

Tahap Pencairan Dana Desa 2015
a. Tahap | pada April sebesar 40% atau Rp8 triliun
b. Tahap Il pada Agustus sebesar 40% atau Rp8,5 triliun
c. Tahap Il pada Oktober sebesar 20% atau Rp4,2 triliun

Total dana desa

Rp20,7 triliun

Sumber: PP No.2272015 tertang Dana Dosall+1/ Grafls: CAKSONO

2.000 pendamping yang teser-
tifikasi untuk menangani lehih
dari 74 ribu desa,” tuturnya.

Jika aturan tak diubah, Chan-
dra memprediksi pencairan
dana desa di APBN 2016 yang
nilainya mencapai Rp47 triliun
akan makin tersendat

Perlu pendampingan

Ketua Dewan Pertimbangan
Presiden Sri Adiningsih lehih
menyoroti helum siapnya sum-
berdaya manusia diperdesaan.
Hal yang sama diutarakan
Ketua Asosiasi Pemerintah
Kabupaten Seluruh Indonesia
Mardani H Maming. 1a pun
mendesak pemda melakukan
pendampingan kepada desa.

Bupati Tanah Bumbu, Kali-
mantan Selatan, itu juga men-
dorong pemda menerhitkan
peraturan untuk mempercepat
penyerapan dana desa. “Me-
mang ada kendala di heberapa
daerah karena peraturan hu-
pati soal dana desa helum atau
terlambat diterbitkan.”

Terkait dengan peraturan
kepala daerah, Menteri Mar-
wan menyatakan pemerintah
akan mengirimkan panduan
peraturan hupati atau wali
kota. (Tim/X-9)

arif_hulwan
@mediaindonesia.com

Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar penyaluran dana desa dipercepat
sehingga bisa selekasnya digunakan untuk membangun dan membangkitkan
perekonomian desa. Untuk mengatasi ham batan birokrasi, sejumlah aturan pun akan
dipangkas

Hashtag Berita :
#RPJMNDesa #KementerianDesa,PembangunanDaerahTertinggaldanTransmigrasi

#RencanaKerjaPemerintah  #PelaksanaanProgramNasional  #KementerianDalamNegeri
#0tonomiDaerah #APBDesa #APBN



